¥ BAWASLU

BADANPENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

JALAN LINTAS PARIAMAN - LUBUK ALUNG
KORONG RIMBO DULANG-DULANG
NAGARI PAUH KAMBAR KECAMATAN NAN SABARIS

Nomor

Sifat

: 350 /PM.00.02/K.SB-05/07/2024 Pauah Kamba, 01 Juli 2024
: Penting

Lampiran : -

Hal

: Imbauan

Kepada Yth :
Bapak Bupati Padang Pariaman

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1.

©

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubaham Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan
Penyeienggaraan Pemiiihan Umum

Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum nomor 9 tahun 2020 tentang Tatacara
Penaganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara TSM

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan
Pelanggaran Pemilinan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta
Walikota Dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tatacara
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
Serta Walikota dan Wakil Walikota:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan
Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum:;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Jadwal Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihgan
Gubernur dan Wakil Gubernue, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota



B. Imbauan
Dalam Rangka menjalankan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran pada pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun
2024, Sehubungan hal di atas Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengimbau kepada Bupati

Padang Pariaman agar dapat memperhatikan Pasal 63 Ayat (1 sd 3) dan (5) Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi:

1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR.
DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah
dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan
Negara.

2) Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan
kegiatan Kampanye.

3) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR.
DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara
lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:

a. Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan
pemenangan dalam Pemilihan; dan

b. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya,
yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Caion fain di wilayah kewenangannya
dan di wilayah lain.

5) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa:

a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan
kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah,

kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;
dan

Cc. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan
peralatan lainnya.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan
terima kasih. |

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



